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ABSTRACT

Kyoto protocol, dictates how governments, bussiness entities and consumers would need to
change behaviour in a new economic environment, termed Carbonomics (Ratnatunga, 2008), or
espescially in accounting terminology, named Carbonaccounting. In the Carbonaccounting era,
many factors that can push for or impact of Carrbonaccounting, there are Environmental
Paradigm and the Need of Carbon Accounting Standards.

This study was done to test the impact of Environmental Paradigm on the Carbonaccounting
Paradigm and the Need of Carbon Accounting Standards. In this case, Carbonaccounting
Paradigm is an intervening variable on the relationship between Environmental Paradigm and
the Need of Carbon Accounting Standards. From 112 companies were taken as samples by direct
mail survey, resulted 47 data from manufacturing industries in Central Java.

This study revealed that Environmental Paradigm affected on the Carbonaccounting Paradigm
and Carbon Accounting Standards. The study also indicatede that Carbonaccounting Paradigm
is an intervening variable on the relationship between Environmental Paradigm and the Need of
Carbon Accounting Standard.

Keywords: Environmental Paradigm, Carbonomics, Carbonaccounting Paradigm, Kyoto
Protocol, Carbon Accounting Standards.
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PENDAHULUAN

Protokol Kyoto merupakan sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB

tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dan merupakan persetujuan internasional mengenai

pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi

emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam

perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang

telah dikaitkan dengan pemanasan global. Jika sukses diberlakukan, Protokol Kyoto diprediksi

akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02°C hingga 0,28°C pada tahun 2050

(http://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto).

Salah satu pasal dalam Protokol Kyoto, menyatakan tentang pentingnya perubahan

perilaku hidup menuju konsep ekonomi lingkungan. Sadar atau tidak, sekarang ini aktifitas

ekonomi dan konsumsi manusia telah menjadi faktor utama penyebab adanya global warming.

Sementara itu, pengaruh global warming terhadap kehidupan manusia telah

memunculkan serangkaian tindakan serius dari masyarakat dunia sebagai upaya pencegahan efek

global warming secara lebih luas. Protokol Kyoto, yang telah ditanda tangani dan diratifikasi

oleh sebagian besar negara-negara di dunia tersebut merupakan kunci perubahan bagi

masyarakat dunia. Dalam protokol dinyatakan bahwa pemerintah negara-negara pe-ratifikasi,

perusahaan-perusahaan dan konsumen harus segera melakukan upaya perubahan perilaku

menuju konsep ekonomi baru, yaitu, era ekonomi lingkungan, yang oleh Ratnatunga (2007)

dinyatakan sebagai “Carbonomics”.

Gagasan era Carbonomic akan mampu menjadi motor penggerak perlindungan

lingkungan dan penyelamatan dunia dari persoalan peningkatan pemanasan global. Implikasi
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dari penerapan konsep Carbonomic akan berakibat pula pada perkembangan sosial budaya,

profesi dan model ekonomi.

Salah satu dari rekomendasi protokol Kyoto adalah diakuinya skema perdagangan

Carbon. Model perdagangan ini dapat digambarkan demikian: perusahan-perusahan awalnya

melakukan kesepakatan (besar kemungkinan melalui regulasi pemerintah) tentang seberapa besar

Carbondioksida (CO2) yang akan dihasilkan oleh produksi mereka (The Cap). Jika perusahaan

tertentu dalam memproduksi barang atau jasa menghasilkan emisi CO2 kurang dari batas

maksimal (The Cap), mereka memiliki nilai kredit, sebaliknya, jika perusahaan tertentu melebihi

ambang batas emisi CO2, maka mereka dapat membeli kredit dari perusahaan yang memiliki

emisi dibawah ambang batas. (Ratnatunga, 2008). Jumlah batas akumulasi emisi karbon dalam

suatu wilayah tidak boleh melebihi jumlah batas akumulasi maksimal yang telah ditetapkan

(Ratnatunga, 2007).

Isu-isu tentang manajemen biaya karbon (carbon cost management) akan berimplikasi

pada isu strategis lain terkait dengan akuntansi manajemen. Sekali biaya carbon suatu produk

diketahui,  berbagai isu strategis dibidang akuntansi manajemen akan dapat dikembangkan.

Dalam hal ini, termasuk efisiensi emisi CO2 dalam penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja,

biaya overhead pabrik, biaya overhead lingkungan, serta isu-isu yang terkait dengan manajemen

standar akuntansi karbon (Ratnatunga, 2007). Berbagai isu strategis lainnya juga dapat

dikembangkan seperti strategi pemasaran karbon, strategi harga dan pemodelan demand atas

kredit emisi karbon.

Terkait dengan bidang akuntansi, carbon cost management merupakan era baru

penyatuan gagasan transaksi ekonomi berbasis ekologi, yang kami sebut sebagai akuntansi

karbon (Carbonaccounting). Sebagaimana implikasi dari konsep carbon cost management,
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penerapan Carbonaccounting juga akan berimplikasi secara luas pada profesi dan isu-isu

strategis akuntansi manajemen karbon, terutama bagi negara maju yang telah menerapkan

konsep perdagangan karbon dalam era Carbonomics.

Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, konsep Carbonaccounting masih dalam taraf

paradigma, bahkan praduga mengenai perkembangan praktik-praktik akuntansi sebagai dampak

berlakunya era Carbonaccounting. Salah satu dampak penting Carbonaccounting adalah

bagaimana sikap para praktisi mengenai sejauh mana pentingnya penerapan standar akuntansi

yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme kejelasan konsep transaksi perdagangan

Carbon dan pelaporan emisi Carbon.

Namun demikian, proses akulturasi sebuah budaya, seperti paradigma Carbonaccounting,

membutuhkan faktor pemicu seperti kepedulian terhadap lingkungan, yang oleh Dunlap RE, dan

Kent D. Van (1978) dinyatakan sebagai environmental paradigm. Penelitian ini hendak menguji

hubungan antara paradigma Carbonaccounting, faktor pendorong terhadap paradigma

Carbonaccounting serta kebutuhan terhadap standar akuntansi Carbon sebagai implikasi dari

paradigma Carbonaccounting.

PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

Isu-isu tentang global warming dan perdagangan karbon, serta pengaruh keduanya

terhadap terhadap profesi akuntansi telah menjadi diskusi serius yang diselenggrakan oleh ICMA

(Institute of Certified Management Accountants), dengan mediator Janek Ratnatunga, peneliti

senior dari organisasi tersebut. Serangkaian diskusi yang dilakukan di Australia (8 kali), Kanada

(4), India (1), China (1), Lebanon (2), Philipina (1) Papua Nugini (2), Indonesia (4), Sri Lanka

(4), Malaysia (2), Singapore (1), dan United Arab Emirates (1) menghasilkan temuan penting



6

terkait dengan dampak penerapan perdagangan karbon terhadap profesi akuntan, cost dan

revenue (biaya produksi), serta isu strategis carbon cost management (Ratnatunga, 2007).

Diskusi tersebut mengasumsikan bahwa era carbonomics telah berlaku dan selanjutnya

adalah mendeskripsikan model isu-isu strategis, terutama bidang akuntansi manajemen, yang

potensial terkena dampak penerapan konsep karbon tersebut. Implikasi dari era Carbonomics

terhadap praktik akuntansi adalah perekayasaan dan pengetahuan teknik-teknik pencatatan,

pengukuran, penilaian dan pelaporan transaksi Carbon, yang disebut sebagai Carbonaccounting.

Implikasi serius dari Carbonaccounting adalah kebutuhan terhadap standar akuntansi yang

mengatur tentang mekanisme pencatatan dan pelaporan transaksi dan emisi Carbon.

Namun demikian, bagi negara berkembang seperti Indonesia, era Carbonomics, demikian

juga Carbonaacounting tentu masih sebatas wacana. Dibutuhkan sebuah akulturasi budaya dan

perilaku yang dapat mendorong Paradigma Carbonacounting. Faktor pendorong tersebut adalah

Paradigma Lingkungan (Environemntal Paradigm), sebagai bentuk awal sikap dan perilaku

peduli dari manajemen perusahaan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu dibutuhkan studi

penjajagan (need assesments) terhadap faktor pendorong bagi, dan faktor akibat dari

diterapkannya paradigma Carbonaccounting. Faktor pendorong tersebut diidentifikasi sebagai

Paradigma Lingkungan, sedangkan Faktor akibat diidetifikasi sebagai Kebutuhan terhadap

Standar Akuntansi Carbon.

Secara spesifik, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Paradigma lingkungan mempengaruhi Paradigma Carbonaccounting dan kebutuhan

terhadap Standar Akuntansi Carbon?
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2. Apakah Paradigma Carbonaccounting mempengaruhi kebutuhan terhadap standar akuntansi

yang secara khusus mengatur tentang mekanisme perdagangan Carbon (Standar Akuntansi

Carbon)?

Dari dua rumusan masalah yang dikembangkan tersebut memunculkan masalah spesifik

mengenai hubungan ketiga variabel, yaitu:

3. Apakah Paradigma Carbonaccounting memediasi hubungan antara Paradigma Lingkungan

dengan Kebutuhan Standar Akuntansi Carbon?

Mengacu pada rumusan masalah di atas, secara eksplisit tujuan penelitian dapat

dideskripsikan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah paradigma lingkungan mempengaruhi Paradigma Carbonaccounting

dan kebutuhan terhadap Standar Akuntansi Carbon.

2. Untuk menguji apakah Paradigma Carbonaccounting mempengaruhi kebutuhan terhadap

standar akuntansi yang secara khusus mengatur tentang mekanisme perdagangan Carbon

(Standar Akuntansi Carbon).

3. Untuk menguji apakah Paradigma Carbonaccounting memediasi hubungan antara Paradigma

Lingkungan dengan Kebutuhan Standar Akuntansi Carbon

REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Carbonomics

Salah satu rekomendasi dari Protokol kyoto adalah sistem aqmbang dan perdagangan

karbon. Perusahaan membutuhkan pemikiran dan tekhnologi baru untuk mengimplementasikan

gagasan perdagangan karbon dibawah Protokol Kyoto. Isu pokok dalam perdagangan karbon ini

adalah jumlah karbon yang dapat dirasionalisasi dan model pasar perdagangan karbon yang

dapat mempengaruhi strategi bisnis, kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Untuk dapat
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mengarah pada gagasan perdagangan karbon, dibutuhkan pemahaman yang baik tentang elemen

–elemen akuntansi bisnis dan keuangan, seperti permodalan,permintaan dan penawaran kredit

karbon, nilai bisnis manejemen resiko, alokasi modal, dan bahkan jika mungkin adalah standart

pelaporan keuangan yang secara khusus terkait dengan transaksi karbon. Sebagai tambahan, isu –

isu tentang pajak yang terkait dengan pajak karbon dan implikasi transfer harga perdagangan

karbon perlu untuk diperhatikan.

Sekarang ini fokus utamanya adalah laporan keuangan dan perpajakan. Sedikit sekali

yang memfokuskan dalam hal profesi akuntansi yang terkait dengan akuntansi manajemen

strategis termasuk penilaian pasar dan isu – isu tentang manajemen kinerja.

Isu yang terkait dengan manajemen biaya karbon (Carbon Cost Management) utamanya terkait

dengan apakah pelaporan biaya karbon bersefat mandatory atau voluntary, yang dalam hal

tertentu sangat tergantung pada kompetisi industri suatu negara. Ketidak seimbangan dalam

konsumsi sumber – sumber ekonomi dalam perspektif keberlanjutan lingkungan tidak hanya

disebabkan oleh perspektif ekonomi semata tetapi rendahnya tingkat kesadaran untuk melakukan

tindakan pencegahan Global Warming.

Ada lima gas yang dapat menyebabkan efek global warming yaitu karbondioksida,

metan, nitrous oxide, sulfur heksaflourida, dan HFC. Protokol Kyoto membatasi keberadaan gas

tersebut diudara terutama karbondioksida yang terkait langsung dengan aktivitas ekonomi dan

manusia. Terkait dengan kegiatan ekonomi, Protokol Kyoto memberikan batasan investasi

tekhnologi emisi CO2 yang rendah, perhitungan biaya dalam harga pokok produksi dan

pembebanan biaya emisi karbon kepada pelanggan berdasar regulasi.

Ratnatunga (2007) telah melakukan penelitian yang melibatkan 638 responden dari 11

negara. Penelitian yang dimulai tahun 2003 hingga awal 2007, menghasilkan berbagai gagasan
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segar terkait dengan pengurangan karbon bagi entitas bisnis dan perseorangan serta isu – isu

strategis dibidang akuntansi manajemen terkait dengan manajemen karbon (sebagian ditampilkan

dalam Tabel 1).

Carbonaccounting dan faktor-faktor strategis akuntansi manajemen

Terkait dengan gagasan Carbonomics, dampak gagasan tersebut telah merambah di berbagai

macam profesi, diantaranya adalah profesi akuntansi. Hal ini karena bidang akuntansi, terutama

akuntansi manajemen, keuangan dan audit baik langsung ataupun tidak langsung terkena dampak
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dari era carbonomics tersebut. Sebaliknya, kesiapan praktik strategis dibidang akuntansi

manajemen akan mendorong percepatan kesiapan gaya hidup carbonomics dalam perusahaan.

Dalam praktik akuntansi, carbonomics jelas telah meberi dampak pada praktik akuntansi

(carbonaccounting). Pada tahapan selanjutnya, era carbonaaccounting akan berkembang jika

didukung oleh berbagai sistem dan perekayasaan akuntansi yang memadai. Pada era

carbonaccounting, sebuah gagasan untuk menghubungkan produk dengan efisiensi CO2 perlu

mendapat dukungan dan perhatian secara serius, sebab suatu gagasan dalam efisiensi emisi CO2

adalah sebuah tindakan untuk penyelamatan dunia. Inilah makna penting carbonaccounting

dalam pengembangan profesi dan perekayasaan akuntansi dalam situasi dunia yang tengah

dilanda kecemasan akibat global warming.

Kunci utama dalam carbonaccounting adalah efisiensi emisi gas rumah kaca, khususnya

CO2 (gas terbesar yang dihasilkan oleh aktifitas manusia), yang terkait dengan proses produksi

maupun penyediaan barang dan jasa. Penelitian Ratnatunga (2007) yang dilakukan sepanjang

tahun 2003 hingga 2007 juga menyimpulkan faktor-faktor penting yang terkait dengan efisiensi

karbon, diantaranya regulasi dari pemerintah atau pihak berwenang yang mengatur tentang

standar akuntansi penerapan sistem perdagangan carbon.

Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis

Paradigma Lingkungan dan Carbonaccounting

Protokol Kyoto, yang diratifikasi pada tahun 1998 oleh sebagian besar negara-negara di

duna, telah secara jelas mengatur tentang kerangka konvensi dalam rangka menghadapi

perubahan iklim. Dalam pasal 2 ayat 1, konvensi telah memutuskan bagi setiap negara peserta

konvensi untuk melakukan upaya-upaya mengatasi perubahan lingkungan akibat pemanasan
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global, seperti efisiensi energi, regulasi energi, penelitian, promosi dan pengembangan

lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Callon (2009) menunjukkan bahwa penciptaan pasar

Carbon merupakan solusi bagi penyelamatan dunia dari dampak global warming. Kontrovesinya

memang terletak bagaimana model pengukuran atas transaksi Carbon (perdagangan Carbon)

tersebut. Fakta ini dibuktikan oleh Cook (2009) yang menyatakan bahwa standar akuntansi

perdagangan Carbon yang diprakarsai oleh International Accounting Standards Board (IASB)

telah gagal digunakan dikarenakan tingkat kesulitan yang dihadapi para akuntan untuk

mengimplementasikan standard tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Braun (2009) menunjukkan adanya peran penting dalam

jaringan bisnis, kebijakan dan pemahaman pelaku bisnis tentang konsep perdagangan Carbon.

Dari penelitian Braun (2009) tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaku usaha dalam

menciptkan paradigma lingkungan merupakan hal yang sangat penting. Paradigma lingkungan

juga merupakan faktor penting bagi penciptaan paradigma era carbonomics dan

Carbonaccounting. Terlebih lagi, sebagaimana diakui oleh Lohmann (2009) bahwa pada

kenyataan empirik, praktik pengukuran, teknik dan metode pengakuan transkasi Carbon belum

menemukan bentuk yang final. Belum lagi sejumlah masalah seperti standar pengukuran emisi

Carbon (MacKinzie, 2009) yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau negara tertentu (dalam

perdagangan Carbon antar kawasan)

Dunlap, RE dan Kent D Van Liere (1978) telah mengukur pandangan seseorang terhadap

lingkungannya. Penelitian yang mereka lakukan dimotivasi oleh suatu keadaan dimana

lingkungan harus mulai mendapat perhatian serius. Terbukti, perhatian masyarakat dunia

terhadap kerusakan lingkungan, yang meskipun terlambat, dewasa ini semakin intensif. Apalagi
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seiring dengan ancaman global warming yang dapat merusak tatanan eko sistem yang sekarang

ini berlangsung.

Berbagai upaya regulasi pada level regional, nasional dan dunia telah diprakarsai oleh

berbagai pihak. Salah satu upaya keseriusan penanganan global warming adalah upaya

pencegahan emisi CO2 melalui Protokol Kyoto. Pada level nasional, berbagai negara telah

menerapkan regulasi khusus terkait dengan kebijakan lingkungannya. Beberapa negara Eropa

misalnya, menerapkan model mandatory disclosure dalam pelaporan lingkungan, sementara

negara-negara berkembang seperti Indonesia, masih pada tahap voluntry disclosure. Namun

Indonesia, setidaknya telah menerapkan berbagai instrument kebijakan dan insentif keuangan

terkait dengan prestasi perusahaan-perusahaan di bidang pengelolaan lingkungan. Misalnya saja,

perusahaan yang telah meraih posisi minimal “Biru” dalam sistem PROPER dari program

PROKASIH KLH mendapat keringanan bunga atas pinjaman yang mereka ajukan kepada pihak

perbankan.

Pada level perusahaan, kecenderungan perusahaan mengikuti program PROKASIH

merupakan sinyal positif tanggungjawab perusahaan terhadap persoalan sosial disekitarnya. Pada

level individual, kecenderungan untuk hidup efisien terhadap penggunaan sumber-sumber energi

juga sudah mulai nampak di masyarakat kita, seperti efisiensi penggunaan energi listrik, dan

efisiensi penggunaan air. Jadi pada hakekatnya, paradigma lingkungan sudah mulai nampak di

hampir seluruh jajaran masyarakat dunia, baik di negara maju maupun berkembang.

Dalam kaitannya dengan global warming, paradigma lingkungan tersebut akan

mendorong munculnya paradigma carbonomics, yang pada lingkungan praktik akuntansi

memunculkan paradigma carbonaccounting. Namun sekali lagi, di negara berkembang seperti

Indonesia, yang sekalipun telah meratifikasi Protokol Kyoto, era carbonaccounting masih
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merupakan wacana. Semakin kuat wacana tersebut, semakin dekat era Indonesia menuju

paradigma carbonaccounting.

Ratnatunga (2008) dalam studinya telah merangkum beberapa upaya yang dapat

dilakukan oleh level individu, dan perusahaan guna mengurangi emisi Carbon. Namun yang

lebih penting dalam studi Janek adalah era carbonomics terkait dengan berbagai isue strategis

dalam akuntansi manajemen, seperti kebijakan bisnis, manajemen sumberdaya manusia, strategi

pemasaran, serta evaluasi kinerja. Implikasi strategis di bidang akuntansi manajemen tersebut

akan lebih memberi makna bagi transparansi pelaporan transaksi dan emisi Carbon, jika

pemerintah telah secara tegas mengatur mekanisme transaksi dan pembatasan emisi dalam

standar akuntansi.

Carbonaccounting dan Standar Akuntansi Carbon

Guthrie (1996) menyatakan bahwa perusahaan sektor publik, baik swasta maupun badan

usaha milik negara, dewasa ini sedang mengalami tekanan dari berbagai pihak untuk

mengungkapkan informasi yang terkait dengan lingkungan. Bahkan beberapa pihak telah

meminta dilakukannya penelitian secara mendalam guna pengungkapam informasi lingkungan

dalam annual report. Namun beberapa kalangan profesional dan praktisi perusahaan hingga

sekarang masih kesulitan menemukan bentuk baku tentang pelaporan lingkungan tersebut.

Larrinaqa, et al., (2002) menunjukkan bahwa pelaporan lingkungan secara mandatory

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas sosial perusahaan. Namun suatu

standar yang ditetapkan harus mampu mengcover kepentingan stakeholders dan memperkuat

akuntabilitas perusahaan secara obyektif.

Byod dan Spencer Banzhaf (2006) telah mengukur kontribusi lingkungan terhadap

kesejahteraan sosial. Atas dasar kontribusi lingkungan tersebut, Benyond dan spencer Banzhaf
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kemudian mengembangkan ukuran kinerja lingkungan yang seharusnya dicapai oleh institusi

pemerintah, dan perusahaan untuk kepentingan konservasi lingkungan dan melaporkannya dalam

annual report.

Sejalan dengan desakan pentingnya konservasi lingkungan, Bose (2006) menyatakan

bahwa pelaporan dan praktik akuntansi lingkungan merupakan konsep penting untuk menilai

akuntabilitas perusahaan. Penelitian Bose (2006) di Bangladesh menunjukkan bahwa praktik-

praktik dan pelaporan akuntansi lingkungan, khususnya penggunaan sumber-sumber energi

minyak, telah mencapai pada tingkat yang tak dapat diacuhkan lagi.

Lebih jauh, Yongvanich dan James Guthrie (2006) menyatakan adanya peningkatan

perhatian dari masyarakat internasional mengenai dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas

perusahaan. Hal tersebut diindikasikan oleh perhatian komisi dunia tentang lingkungan dan

perkembangan (World Comission on Environment and Development/ WCED) sejak tahun 1987.

Implikasi dari tekanan dunia internasional tersebut, adalah diwajibkannya perusahaan

multinasional untuk melaporkan adanya dampak lingkungan dan sosial atas aktivitas perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Yongvanich dan James Guthrie (2006) tersebut memberi acuan dasar

pentingnya pelaporan yang terintegrasi antara kinerja ekonomi dan kinerja sosial melalui

pengungkapan informasi intellectual capital dan kinerja non-ekonomi.

Caraiani, et al., (2009) mengungkapkan pentingnya harmonisasi standar lingkungan,

mengingat di era globalisasi ekonomi sekarang ini, entitas bisnis sangat terkait dengan hubungan

keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan.

McCright dan Riley E. Dunlap (2009) menguji dampak perkembangan lingkungan

terhadap karakteristik perusahaan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang

peduli terhadap persoalan lingkungan lebih bersifat konsisten, memegang prinsip dan
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menunjukkan sikap bersahabat terhadap lingkungan perusahaan. Dinyatakan, kepedulian

lingkungan yang ditunjukkan dalam annual report merupakan goodwill bagi suatu perusahaan

yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dimasa yang akan datang.

Dari kajian penelitian terdahulu tersebut di atas, jelas sekali terdapat hubungan antara

paradigma lingkungan, paradigma carbonaccounting dan kebutuhan standar akuntansi karbon

guna mencatat aktiftas transaksi dan pelaporan perdagangan carbon. Secara teoritis, paradigma

lingkungan merupakan faktor pemicu paradigma carbonaccounting, sedangkan kedua paradigma

tersebut merupakan faktor pemicu bagi kebutuhan sistem akuntansi carbon.

Mendasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian dan penelitian terdahulu tersebut,

kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan dalam Gambar 1, dan hipotesis penelitian dapat

dijabarkan sebagai berikut:

Hipotesis 1: Diduga paradigma lingkungan mempengaruhi Paradigma Carbonaccounting dan
kebutuhan terhadap Standar Akuntansi Carbon

Hipotesis 2: Diduga paradigma Carbonaccounting mempengaruhi terhadap kebutuhan standar
akuntansi yang secara khusus mengatur tentang mekanisme perdagangan Carbon
(Standar Akuntansi Carbon)?

Hipotesis 3: Diduga Paradigma Carbonaccounting memediasi hubungan antara Paradigma
Lingkungan dengan Kebutuhan terhadap Standar Akuntansi Carbon
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METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahan manufaktur di Jawa Tengah. Sampel

penelitian diambil dari populasi dengan teknik purposive random sampling. Purposive digunakan

dengan kriteria bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur di Jawa Tengah

yang mengikuti program PROKASIH dari KLH. Teknik Random digunakan dengan cara simple

random dari daftar perusahaan peserta PROKASIH yang diperoleh dari Badan lingkungan Hidup

Jawa Tengah. Unit analisis dalam penelitian adalah manajer atau level di bawah manajer

perusahaan pada bagian produksi, internal auditor atau akuntansi.

Mengingat sifatnya sebagai data subyek, maka sumber data penelitian ini adalah primer.

Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan direct mail survey melalui surveyor

yang sebelumnya telah mendapatkan pengarahan dari peneliti. Dari 112 perusahaan sampel,

diperoleh 47 perusahan yang bersedia mengisi dan mengembalikan kuesioner.

Variabel dependent dalam penelitian ini adalah standar akuntansi Carbon, dan variabel

independennya adalah paradigma lingkungan. Sedangkan paradigma carbonaccounting

diberlakukan sebagai variabel mediasi berdasar telaah literatur terdahulu.

Variabel paradima lingkungan diukur dengan kuesioner yang diadopsi dari Dunlap, Riley

E., dan Kent D. Van Liere (1978) yang menggunakan 12 indikator dengan 4 skala pengukuran.

Skala 1 menunjukkan sangat tidak setuju hingga skala 4 yang menunjukkan sangat setuju.

Variabel paradigma carbonaccounting dikembangkan dari gagasan teoritis dan kajian diskusi

yang dilakukan oleh Ratnatunga (2007, 2008) di beberapa negara peratifikasi Protokol Kyoto.

Ada 6 indikator paradigma Carbonaccounting, yang meliputi pengendalian emisi CO2; Konsep

perdagangan Carbon (3 item); kejelasan tujuan minimalisasi global warming; dan perubahan
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perilaku entitas. Masing-masing indikator diukur dengan skala Likert 6 skala. Angka 1 mewakili

sangat tidak setuju sedangkan angka 6 mewakili sangat setuju.

Sedangkan variabel standar akuntansi Carbon dikembangkan juga dari tulisan editorial

Ratnatunga (2007, 2008) dalam JAMAR. Terdapat 3 indikator standar akuntansi Carbon, yaitu

komisi standar emisi; kejelasan sifat voluntary / mandatory disclosure pelaporan emisi dan

transaksi Carbon; serta standar biaya litigasi polusi lingkungan. Masing-masing indkator diukur

dengan 6 skala Likert, dimana angka 1 mewakili sangat tidak penting dan angka 6 mewakili

sangat penting.

Teknik multiple regression digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga

dengan persamaan sebagai berikut:

CA =  + 1(PL) + ε1 .......................................................... (1)
SAK =  + 1(PL) + 2(CA) + ε2 .........................................................  (2)
Dimana,
CA = Paradigma Carbon Accounting
PL = Paradigma Lingkungan
SAK = Standar Akuntansi Carbon
εi = Error estimate dari persamaan ke i

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian secara lengkap ditunjukkan pada Lampiran penelitian. Dari hasil statistik

deskriptif pada lampiran dapat disimpulkan dalam Tabel 2. Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa

lama kerja responden minimal 3 tahun dan maksimal 9 tahun. Komposisi terbesar adalah

responden dengan pengalaman kerja 4 tahun (29,8%).  Rata-rata pendidkan responden adalah S1

(57,4%) dan jabatan responden umumnya manajer.
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Uji kualitas data

Hasil uji validitas data dengan korelasi Pearson menunjukkan bahwa data valid pada level

signifikansi dibawah 0,05. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas data dengan metode Alfa

Cronbach menunjukkan 0,921; 0,935 dan 0,793 masing-masing untuk variabel paradigma

lingkungan, paradigma carboaccounting dan kebutuhan standar akuntansi Carbon. Hasil secara

lengkap dapat dilihat pada lampiran penelitian.

Uji Hipotesis

Mendasarkan pada lampiran penelitian dapat dirangkum hasil pengujian hipotesis dalam Tabel 3,

dan hasil pengujian asumsi klasik ditunjukkan pada Tabel 4.

Sumber: data primer diolah
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Dari hasil pengujian yang telah dipaparkan dalam tabel-tabel dan lampiran penelitian,

menunjukkan bahwa Goodness of Fit menunjukkan adanya the best model, dengan didukung

tidak ada masalah dalam asumsi klasik. Dengan demikian model dapat digunakan sebagai

prediksi hubungan sebab akibat antar variabel penelitian. Goodness of Fit suatu model dapat

dilihat dari nilai R2 adjusted  yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi model variabel dependen. Goodness of Fit suatu model dilihat juga dari

nilai F dan parameter individual (nilai statistik) t, yang masing-masing menunjukkan signifikansi

dibawah 0,05. Sedangkan sign dari koefesien variabel menunjukan hubungan yang positif sesuai

dengan kerangka pikir teoritis yang dikembangkan.

Dari kedua persamaan tersebut (Tabel 3), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel

paradigma lingkungan mempengaruhi secara langsung kebutuhan Standar Akuntansi Carbon,

dengan nilai koefesien 0,120 pada taraf signifikansi 0,044. Pengaruh tidak langsung Paradigma

Lingkungan terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Carbon sebesar 0,1073 (= 0,617 (dari

persamaan 1) x 0,174 (dari persamaan 2)), sedangkan pengaruh totalnya sebesar 0,2273 (0,120 +

0,1073). Selanjutnya, pengaruh Paradigma Lingkungan terhadap Paradigma Carbonaccounting

sebesar 0,617 (persamaan 1 pada Tabel 3) yang signifikan pada level 0,00 (<0,05). Dari Tabel 3

persamaan 2, dapat diketahui juga bahwa Paradigma Carbonaccounting mempengaruhi

Kebutuhan terhadap Standar Akuntansi Carbon dengan nilai koefesien 0,174 yang signifikan

pada level 0,022 (<0,05).

Dari deskripsi hasil yag telah dijelaskan tersebut, hipotesis 1 dan 2 tidak mampu ditolak.

Jelas juga bahwa variabel Paradigma Carbonaccounting memediasi hubungan antara Paradigma

Lingkungan dengan Kebutuhan terhadap Standar Akuntansi Carbon (hipotesis 3 tidak mampu

ditolak). Fakta empirik ini memunculkan sinyalemen bahwa Kebutuhan terhadap Standar
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Akuntansi Carbon akan semakin meningkat dengan meningkatnya Paradigma Lingkungan dan

Carbonaccounting dalam praktik-praktik akuntansi di perusahaan yang rentan terhadap persoalan

lingkungan (manufaktur). Kebutuhan terhadap Standar Akuntansi Carbon akan semakin

meningkat jika Paradigma Carbonaccounting telah menjadi budaya dalam praktik akuntansi

sosial dan lingkungan.

Sinyalemen positif kebutuhan standar akuntansi carbon dari para praktisi perusahaan

tersebut didukung oleh perkembangan empirik hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sebagaimana

dinyatakan oleh Guthrie (1996) bahwa dewasa ini terdapat berbagai tekanan dari berbagai pihak

tentang pentingnya pelaporan lingkungan dalam annual report. Sejalan dengan gagasan

Larrinaqa, et al., (2002), Bose (2006) dan Yongvanich dan James Guthrie (2006), perlu dicermati

upaya peningkatan level mandatory disclosure terkait dengan pengungkapan manajemen dan

kinerja lingkungan dalam annual report perusahaan. Kebutuhan mandatory disclosure tersebut

harus didukung dengan penciptaan paradigma lingkungan yang berorientasi pada paradigma

carbonaccounting, yang oleh Janek Ratnatunga (2007, 2008) dinyatakan sebagai era

Carbonomics di setiap level sosial (individu, perusahaan sebagai entitas, negara (nasional) dan

kawasan dunia (internasional)). Paradigma carbonomics, selanjutnya harus didukung pula oleh

perkembangan isu-isu strategis di bidang akuntansi manajemen untuk mewujudkan

penyelamatan dunia dari pemanasan global melalui mekanisme perdagangan Carbon.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Paradigma Lingkungan dan

Carbonaccounting merupakan dua faktor penting dalam mewujudkan Kebutuhan terhadap

Standar Akuntansi Carbon. Standar akuntansi carbon tersebut dibutuhkan guna mendukung
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implementasi era perdagangan Carbon sebagaimana disepakati dalam Protokol Kyoto, suatu

konsensus dunia untuk secara bersama-sama mengatasi masalah global warming. Dalam hal

hubungan ketiga variabel, Paradigma Carbonaccounting merupakan variabel intervening bagi

hubungan antara Paradigma Lingkungan dengan Kebutuhan Standar Akuntansi Carbon.

Meskipun Paradigma Lingkungan cukup memberi dampak signifikan secara langsung bagi

kebutuhan standar akuntansi carbon, namun keberadaan Paradigma Carbonaccountimg mampu

memberi tambahan rangsangan bagi peningkatan kebutuhan standar tersebut melalui tembahan

efek multiplier.

Keterbatasan dan implikasi penelitian dimasa datang

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam demografi obyek populasi, yaitu dalam

lingkup Jawa Tengah. Obyek populasi secara lebih luas (nasional) untuk perusahaan sektor

publik perlu dikembangkan dalam penelitiaan dimasa datang.  Tidak adanya variabel kontrol,

seperti rasio-rasio keuangan dan size, menjadi pemicu adanya kemungkinan confounding effect,

terlebih lagi mengingat penelitian yang sekarang dilakukan bersifat crossectional. Oleh karena

itu, homogenistas obyek data dan penelitian longintudinal dengan data pooled perlu ditekankan

dalam penelitian berikutnya.

Dari hasil studi literatur atas penelitian-penelitian sebelumnya, penting untuk diketahui,

bahwa penelitian dimasa yang akan datang dapat lebih dikembangkan khususnya berkaitan

dengan model integrasi pelaporan lingkungan. Sebab secara empirik model pelaporan

lingkungan yang terintegrasi dengan laporan keuangan dalam annual report hingga sekarang

masih dalam nuansa perdebatan.
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